B,AB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis berdasarkan hasil
penelitian di atas dengan judul Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pengadar
Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan PN
JAKARTA BARAT Nomor 2267 / Pid. Sus / 2012 /PN.JKT.BAR tanggal
15 Juli 2013 - FREDI BUDIMAN als BUDI bin H. NANANG HIDAYAT),

maka penulis dapat menarik kesimpulan berupa:

Penjatuhan sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika telah sesuai dengan
tujuan pemidanaan di Indonesia, yang dimana tujuan dari pemidanaan seperti
yang dijelaskan dalam teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur
pembalasan serta mempertahankanan tata tertib masyarakat Indonesia dan hal
tersebut telah tercapai. Namun, pidana mati masih dinilai kurang sesuai dengan
Hak Asasi Manusia. Apabila pidana mati tersebut dikenakan pada seorang
individu, maka banyak nilai-nilai HAM akan dibatasi oleh peraturan
perundang-undangan dimana tujuan pembatasan tersebut untuk memperoleh

keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum.

Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya,
namun hak asasi manusia yang satu dapat dibatasi dengan hak asasi manusia

yang lainnya. Berdasarkan analasis kasus hukuman mati terhadap kasus pidana
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mati bagi Freddy Budiman, bahwa dalam hal ini Freddy Budiman memiliki hak
asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Namun hak hidup Freddy Budiman
kemudian dibatasi oleh hak hidup orang lain. Apalagi hak hidup Freddy
Budiman mengancam hak hidup orang lain dengan cara mengedarkan

narkotika yang kemudian dapat mengancam nyawa orang lain.

B. Saran

Penerapan sanksi pidana mati dapat dihindari apabila masyarakat dapat
bersama-sama berpartisipasi dalam mencegah terjadinya peredaran dan
penjualan narkotika, dengan kata lain masyarakat harus turut serta dalam
proses penanggulangan kejahatan serta peredaran narkoba tersebut.
Masyarakat juga harus menumbuhkan rasa tanggung jawab atas wilayah daerah
sekitarnya, karena tanpa disadari kejahatan tersebut lahir dari masyarakat itu
sendiri. Oleh sebab itu, peran serta kesadaran masyarakat sangat berperan

penting dalam melawan kejahatan tersebut.
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Gambar 2 Aktivis HAM Agam





